
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SEMESTA AUDfi IAUDIT UNIVERSE
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INSPEKTURJENDERALKEMENTERIANLINGKUNGANHIDUPDANKEHUTANAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab lnspektorat

JenderalpadaPiagamAuditlnternKementerianLingkunganHidup

dan Kehutanan yaitu menyusun dan melaksanakan rencana dan

program kerja audit intern tahunan yang peduli risiko' khususnya

dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern

dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya

pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data

SemuaUnitkerjayangdapatdiawasi(semestaaudil]audituniverse).,

b bahwa untuk mengatur lebih lanjut Pasal 9 Peraturan lnspektur

Jenderal Nomor PO2IITJEN/SETITJENA/U2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Satuan Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, perlu menyusun Peraturan lnspektur Jenderal tentang

PedomanPenyusunanSemestaAudil]AuditlJniverseLingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan'

Mengingat .. 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 't 999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dari Korupsi' Kolusi dan Nepotism3

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia

/ Tahun '
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Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nornor 3874) sebagairrana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200'1 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4'150):

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167'

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kineria lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25' Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian lntern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 127' Tambahan Lembaran Negara

RePublik lndonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 152 Tahun 2010'

Tambahan Lembaran Negara Repuolrk lndonesia Nomor 5178);

/9 KePutusan
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9. Keputusan Presiden Nomor 121|P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet

Kerja Periode 201 4-2019,

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.18/MenLHK-ll/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 713),

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.38/MenLHK-ll/2015 tentang Penyelenggaraarr Sistem

Pengendalian lntern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2015 Nomor 1194);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.83/MenLHK-setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawas-

an lntern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 88);

13. Peraturan lnspektur Jenderal Nomor P o2IITJEN/SETITJEN

Nlt2O16 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Atas

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

14. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor

lntern Pemerintah lndonesia (AAlPl) Nomor Kep-

OO5/AAIPUDPN/2O14 tentang Standar Audit lntern Pemerintah

lndonesia.

Menetapkan

MEMUTUSKAN.

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG
pEuVusurunu sEMESTA AuotrtAUDtr uN/yERSE
rEruerurEntnru LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PEDOMAN
LINGKUP

Pasal 1

pedoman Penyusunan semesta AudivAudit universe Lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang

tiCak terpisahkan dari peraturan ini'

i Pasal 2
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Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1' dimaksudkan sebagai acuan bagi

AuditordalammenyusunSemestaAudit/AudittJniverselingkupKementerianLingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

inspektorat wilaYah.

Pasal 4

Penyusunan Semesta AudiVArrdll lJnivorse sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

dilaksanakan dengan tata waktu sebagai berikut

lnspektur Wilayah bertanggung jawab melaksanakan penyusunan Semesta Audit /Audll

lJniverse sesuai dengan !*"rrng"nny", dan mengintegrasikan hasilnya antar

a Untuk penyusunan Semesta AudiUAudit lJniverse tahun 2018' dilaksanakan pada

Uulan Januari sampai dengan Februari 2018;

b. Untuk penyusunan Semesta AudiUAudlt Universe tahun 20'19 dan tahun selanlutnya'
- 

Jit"f.anaXan sebelum bulan Juli tahun sebelumnya'

Sekretaris lnspektorat Jenderal dan lnspektur lnvestigasi bertanggung lawab memberikan

dukungan terhadap Penyusunan Semesta AudiVAudit Universe

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan lnspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

INSPEKTUR JENDERAL,

Jakarta
DBJanuari 2018

IMAM HENDARGO ABU ISMOYO

NrP 19s80305 198703 1 001



Lampiran: Peraturan lnspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan

,t /o' I zurt

AudiU Audit Universe

A. Latar Belakang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan lembaga

pemerintah yang diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerlntahan di bidang

iingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam

mJnyelenggarakan pemerintahan negara sehingga perlu dipastikan bahwa

penyelenggaraannya membetikan manfaat yang besar bagi kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Dalam menjalankan organisasinya, KLHK memiliki Aparat Pengawasan lntern

Pemerintah IAPIP) yaitu lnspektorat Jenderal yang dibentuk dengan tugas untuk

melakukan pengawasan lntern di lingkungan KLHK' dan mempunyal peranan

yrng."ngri penting dan strategis dalam mengawal jalannya aktivitas organisasi

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan'

Kualitas pengawasan intern sangat dipengaruhi oleh tingkat kapabilitas APIP'

dan saat ini tingkat kapabilitas APIP KLHK berada pada Level 2 menuju Level 3'

dimana pada Level 3, kapabilitas APIP mempunyai karakteristik:

1. Assurance Activities, APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai

atas ketaatan, kehematan, efiEiensi' dan efektivitas pencapaian tujuan

penyelengaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

z. Trti Coiuption nitivities, AP1P mampu memberikan peringatan dini dan

meningkatfan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi instansi Pemerintah'
I Coniitting Activities, APIP mampu memelihara dan meningkatkan kualitas

tata keloli penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah'

t Jenderal sebaEai APIP KLHK meliputi

area yang berPotensi dan
tersebut dapat didekati da
kegiatan, unit organisasi at

Daftar dari semua potensi area yang dapat diaudit disebut dengan Semesta

AudiUAudit univers;e. Auditor iniernil di semua tingkat harus memahami

p;;i'rg;t; memiliki Semesta Audit sebagai dasar untuk memandu kegiatan audit

internal.

DalarnmendeksripsikanSemestaAudit,timauditinternalakanmemulaidengan
baganorganisasiyangmendetailuntukmendeskripsi}ianentitastersebut,tim
,riit irgi harus menintukan fokus yang penting dari audit' sehingga kinerja

1



audit yang telah dilaksanakan dapat terukur dan proses pengambilan kebijakan

dalam rangka pembinaan dapat dilakukan secara cepat dan tepat Dengan

demikian kualitas dan kinerja pengawasan diharapkan dapat berkontribusi secara

nyata pada pencapaian arah dan tujuan organisasi secara keseluruhan

B. Pengertian

semesta Audiu Audit universe adalah alam semesta audit yang mewakili

berbagai potensi dari semua kegiatan audit dan terdiri dari sejumlah entitas audit

Entitas ini umumnya mencakup berbagai program, kegiatan, fungsi, struktur dan

inisiatif yang secara kolektif berkontribusi pada pencapaian tujuan Etrategis

organisasi.
DJngan kata lain Semesta Audit adalah peta komprehensif tentang auditi dan

beOJrapa variabel yang terkait dengan auditi menyangkut kepentingan audit yang

Oiurngrn oteh auJitoi (lembaga APIP; berkaitan dengan seluruh proses audit

dan sesuai dengan tujuan audit'

Semesta Audit juga didefinisikan sebagai daftar semua kemungkinan audit yang

dapatdilakukanatasentitas-entitaSaudit.Entitasauditadalahbagiandari
organisasi yang, baik secara nyata lnaupun potensial' dapat mengandung risiko

pada tingkatan yang memerlukan adanya pengendalian dan audit Entitas audit

tapat Olrupa tagian Oari struktur organisasi' proyek' kegiatan' dan aset

organisasi.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman

Pedoman penyusunan Semesta Audit dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi

APlPuntukmenyusunpetakomprehensiftentangauditi,danbeberapavariabel
yang terkait dengan auditi menyangkut ''lepentingan audit yang dibangun oleh

luiitor (temOagJ netey berkaiian dengan seluruh proses audit dan sesuai

dengan tujuan audit.

Tujuan pedoman penyusunan semesta audit adalah sebagai bahan penyusunan

semesta audit yang komprehensif agar kegiatan perencanaan dan pelaksanaan

p"ng*r."n ,japaiUerlatan dengan baik, efektif' berkualitas dan tepat sasaran

Ruang LingkuP

t Pada tingkat Eselon I

t Pada tingkat Eselon ll di Pusat
dit pada iingkat Unit Pelaksana Teknis

(uPT)

Metode PenYusunan Semesta Audit'

il;;il; semesta Audit dilakukan oteh masing-masing inspektorat wilayah

uerolsarran peraturan Menteri LHK Nomor p.18/MENLHK-ll/2015 dengan

."toJ" ae"* anatysis dan konfirmasi ke Eselon l' ll' dan UPT Selaniutnya'

li[xrr". i.t"grr.i d"t, dari tiap inspektorat wilayah lntegrasi semesta audit

D

E

2



UPT ke unit Eselon I induknya dilaksanakan oleh inspektorat wilayah

penanggung jawab Eselon I yang bersangkutan

F. Tahapan Penyusunan Semesta Audit
1. Penyusunan Profil Auditi

Penyusunan profil auditi dimaksudkan untuk mengetahui proses

bisnis/bussrnes process dan potensi risiko dalam setiap tahapan kegiatan

auditi. Tujuannya untuk memperoleh bahan dalam menyusun rencana

pengawasan berdasarkan potensi risiko auditi.

Pengidentifikasian profil auditi dilakukan dengan memperhatikan beberapa

kriteria berikut:
a. Mendukung tujuan, misi dan visi organisasi'
b. Memiliki peigirun yang signifikan dan material terhadap organisasi'

c. Audit dan pengendalian layak dikembangkan
d. Dana yang dikelola cukup signifikan'

Sumberinformasiyangdapatdigunakanuntukmengidentifikasiprofilauditi
adalah:
a. Dokumen Perencanaan
b. Struktur organisasi
c. Statistik daerah/nasional
d. Diskusi dengan Pihak manajemen
e. Peraturan ying 

'berkenaan 
dengan pembentukan unit

f. Peraturan perundang-undangan terkait
g. Brainstorming organisasi, dan sumber lainnya'

Secara hirarki, profil auditl terdiri dari:

a. Profil Auditi pada tingkat Eselon I dan ll di Pusat' dengan unsur-unsur:

'1) Prioritas Nasional;

2) Program dan kegiatan Eselon I dan ll;

S1 fugas dan fungsl sesuai Peraturan Menteri LHK P l8iMenLHK-|U2015;

+! Peiizinan yang ditandatangani Menteri dan Eselon l/ll;

Si ferlasami dan niUan berskala kementerian dan Eselon l/ll;

6) Investasi atau BLU;

I Kegiatan khusus berskala kementerian dan atau Eselon l/ll'

Tabel 1. Profil Auditi Ti kat Eselon I dan ll di Pusat

No

Prioritas NasionaliLuarani

KegiatanFungsii
Kerjasama/Periztnan

Luaanl9utpu|
Kegiatan

Target
Tahun

Pelaksana
Kegiatan

Pemanfaatan

dan Keterkailan

Luaran Kegiatan

Antar Satuan a

PROGRAM :

1

b. Profil Auditi Pada tingkat UPT
'1) Prioritas Nasional;
2) Luaran kegiatan;

Jenis /
Bentuk

Kegiatan



3) Tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri LHK P.18/MENLHK-

M2015:
4) Perizinan yang ditandatangani tingkat Balai Besar dan Balai;

5i Kerjasama dan hibah berskala Balai Besar dan Balai;

6j Kegiatan khusus berskala Balai Besar dan Balai'

Tabe I 2. Profil Audit Ti kat UPT

No
Pnoritas Nasional/Luaran/

KegiatanFungsii Kerjasama/Penzinan

Luaran

Kegratan

Targel
Tahun

Jenis /
Bentuk

Kegiatan

Pelaksana
K€giatan

Pemanlaatan
dan Keterkailan

Luaran
Kegiatan

Antar Satuan

Luaran
1

Langkah-langkah penyusunan profil auditi adalah:

,. f"O*tinf"Ii dan gimbarkan struktur dan tugas fungsi auditi serta tata
- 

nrnrngan keria, baik secara horisontal (antar auditi yang selevel) maupun

secarivertikal (antar auditi di bawah dan di atasnya)'

U. tOentinfasl dan gambarkan proses bisnis/bussrnes process auditi' dengan
- ,"iin"l p.gt"i dan kegiatan utama .serta. 

kegiatan lainnya yang

rnunirfrhg 
-tugas fungsi iuditi, termasuk sistem prosedur keria' tata

hubungan kerja.

". L;k;k;" analLis terhadap profil auditi dari beberapa aspek'

1) Aspek kelembagaan:
a) Organisasi intern;

b) Besarnya anggaran yang dikelola;

c) Aset Yang dikelola'

ktural);
truktural);
bat struktural)

a) kung kegiatan;

b) ndukung kegiatan;

c)
d) a'

4) As
a)
b)

5) AsPek Penerapan SPIP:

a) Satgas SPIP;

b) Desain SPIP;

c) lmPlementasi SPIP;

d) Evaluasi SPIP;

e) LaPoran SPIP'

d. Buat kesimPulan Profil auditi'
4



2 Penilaian Risiko (Risiko Makro)

Langkah-langkah penilaian risiko:

a. Fahami uisi, miri dan tujuan organisasi, serta identifikasi nilai-nilai dan

faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi untuk jangka panjang'

menengah dan jangka Pendek.

b. Pahami struktui organisasi, proses, aset dan faktor lainnya yang menjadi

dukungan terhadaP organisasi.
c. Buat iaftar entitas audit potensial, yang berpengaruh besar terhadap

pencapaian visi, misi,dan tu,uan organisasi'

d. Lakukan analisis risiko teinadap entitas audit potensial, dengan tiga

pendekatan berikut
1) Analisis kerentana n/exp osure analysis

Disebut juga pendekatan aset dan drfokuskan pada risiko yang rnelekat

prOa aslt-ori"nisasi Risiko yang mungkin terjadi adalah kehilangan'

kerusakan, keusangan aset, penggunaan aset dibawah atau diatas

kapasitas normal kategori aset yang mengandung risiko misalnya

dana/uang/anggaran, aktiva tetap' manusia' dan aktiva tidak berwulud

2) Analisis lfngkungan/environmental analysis

Difokuskan padl perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap

proses dan pengendalian manajemen' meliputi analisis terhadap
'stakeholders,peraturan pemerintah, teknologi' dan lainnya'

3) Skenario ancaman
Kategori skenario ancaman adalah kemungkinan praktik kecurangan'

KKN, bencana alam, dan lain-lain

e. Lakukan reviu terhadap kemung <inan keterkaitan risiko hasil analisis

dengan perlunya penambahan modifikasi daftar entitas audit potensial'

f. Pahami bagaimana masing-masing risiko dapat menghambat pencapaian

visi, misi, dan tujuan organisasi

Selanjutnya berdasarkan data-data terseb'ut dilakukan penilaian tingkat

;;ili;' (kematangan) risiko organisasi dalam pemahaman risiko dan

;";;;;;.' manalerien risikonya Tingkat kematangan organisasi dinilai

berdasarkan level berikut.

a. Rrsk Naive, yaitu organisasi belum menerapkan manajemen risiko secara

formal.
b. Risk Aware,yaitu menerapkan manaiemen risiko secara acak'

c. Rlsk Defined, yaitu strategi dan kebijakan manajemen risiko telah
- 

oifomunirasikan dan tingkaian risiko yang dapat ditoleran silrisk appetite

telah ditetaPkan
d. Risk Managed, yaitu manaiemen risiko telah diterapkan dan telah

dikomunikasikan ke seluruh anggota organlsasl

e. Risk Enabted, yaitu organisasiiet rh nrenginteg rasikan manajemen risiko

dan internal control

5



Tabel 3. Penilaian Risiko

No
UniUKegiatan/

Program
Alasan

Pemilihan
Kematangan

Level
Potensi
Risiko

Potensi
Penyebab

Pengendalian
lntem

1 2 3 4 5 7 8

3. Penilaian Faktor Risiko atas Entitas Audit Potensial

Penilaian faktor-faktor risiko yang disepakati bersama dalam rangka

pemberian skor faktor risiko terpilih untuk setiap entitas audit potensial yang

telah teridentifi kasi sebelumnya.
Acuan dalam menentukan prioritas tersebut, disebut sebagai faktor risiko

Faktor risiko merupakan kriteria (kategori) yang digunakan untuk

menggambarkankondisirisikoyangadadalamsuatuentitasaudit'Kategori
faktor risiko haruslah:
a.subyektif:penilaiannyaberdasarkanludgementdanpengalaman(contoh:

integritas manajemen).
b. Oby;ktif atau historis : berdasarkan data yang terukur (contoh: tingkat

perputaran Pegawai).
c. Terukur, yaitu diukur dari dua data (contoh: waktu audit terakhir)

6
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4 Penentuan Peringkat (Skoring) Entitas Audit Potensial

Langkahberikutnyayangdilakukansetelahpemilihanfaktor-faktorriSikoyang
penting dan relevan adalah sebagai berikut'

a, Gu-nakan skala angka tertentu, yaitu 1 sampai dengan 3 yang

mencerminkan tingkat penting dari masing-masing faktor risiko yang

dipilih.
Tabel 5. Skor Masing-Masing Faktor Risiko

3

SkorNilaiFaktor RisikoNo 43
1 3Lebih dari '10 mi ar

2ail I01 m5fl dsL dabih
1an 5 mil alSam ai d

1

3Lebih dari '1 mtl al
2Lebih dari 500 juta s d

mil ar
,1

Sam iden an 500 uta

Jumlah Anggaran Belanja

2
Satuan Kerja (di LuarTotal Anggaran Pada

Modal pada

Bclanja Pegawai)

Satuan Kerja
2

3Kera aman
2man sedKera
1Kera aman rendah

Tingkat keragaman lenrs
satuan kerja (disePakatl

kegiatan pade
bersama oleh

auditor) 3>2 kasus
'1-2 kasus
Tidak ada

Urb tikenaSka Sua svti adutaaaAd kny
maselaesti SInd 9aUaumela

aTN hnUs S aad kn a peakh yan9uh tenta
lafr nn d taeda apas gaaaum un sngp v

ene sk hukum

4

3Ada
1Tidak ada

Sioritaniata prdati kegu knyaataaAd
ke aatus nak.ana nd ka santos alnna

5

3

1

Ada
Tidak ada

krlenamiatanadati ke9uataa knyAd
ti SolanU SAbern publ kntarhat

6

3Ban ak
2Ada keterkaitan

7
katu nsan et)aUuta n9aIitaa an perslngrkKete

haeladhintame era kataSmaed n an pv
da amSNkh su ula nn a yaak vaih k etigp
blu knnaan elan dn as eka 3

Tidak ada keterkaitan

Lebih dari 500 uta
uta050d1n s00dih aLeb

1idenSam n 100 utaBukan Pajak (PNBP)
Ada atau tidaknYa Penerimaan NegaraI

mudah di a
Aksesibilitas tlnggi/sangat

kau
2

n kauseda udah
Aksesibilitas

1rendah/sUlit
kau

Aksesibilitas

(disepakati bersama oleh auditor)
kantor satuan kerjaAksesibilitas lokasi atauI

,l
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No Skor

1 2 3 4

te I Temuan kegiatan fiktif Lebih dari 2 temuan 3

Sampai dengan 2 temuan 2
1

b. Kaitkan entitas audit potensial dengan faktor risiko yang relevan beserta

bobot faktor Yang bersangkutan
c. Analisis probabilitas frekuensl dan konsekuensi risiko terhadap entitas

audit Potensial.
d. Hitung keseluruhan risiko dari masing-masing entitas audit potensial

Tabel 6. Matriks Hasil Penilaian Entitas Audit Potensial

5

No Entilas audit Jumlah
Anggaran

Belanja
N4odal pada

Satuan Kerja

Temuan
kegiatan

fiktif

Jumlah

1 2 3 4 16 (3+4+ +16)

1 Satke iatan A
2 Satker/Kegiatan B

Dan seterusnYa

Total
Anggaran

pada Satuan
Kerja (di Luar

Belanja
Pe awal

Dari hasil penilaian tersebut, dibuat peringkat atas entitas audit

berdasarkan urutan risiko paling tinggi sampai rendah'

Tabel 7. Pering kat Nilai Risiko
No Tinskat B!e!!o Nilai Rrsiko

1 2 3

1

2
Tinssi 33-42
Sedang 24-32

3 Rendah 11-23

Tabel 8. Peneta n Prioritas Entitas Audrt Potensial Berdasarkan Risiko

Satke iatan E G H

Tabel 9. Peneta an Prioritas Satker Sesuai Tahun
Prioritas

4
1 2 3

Prioritas I Satker/Kegiatan A, C,

F

Satker/Kegiatan A,
F

Prioritas ll Satker/Kegiatan B Satker/ iatan D

Prioritas lll Satker ratan G

Tahun ll

Satker/Kegiatan A, c,

Pengembangan Perencanaan
a. Penetapan Prioritas dan Jadual Kegiatan Pengawasan

Setelahmendapatkanurutanentitasauditpotensial,makahalberikutnya
adalah penentuan rencana dan jadual audit tahunan (annual audit plan)

Agaralokasisumberdayaauditmaksimal,makadipilihauditiberdasarkan
peringkat skor risiko dan prioritasnya

F

9

Rrsiko Sedang
32

1

Satker/Ke iatan B DSatker/Keg iatan A, C, F

I

------- f at<tor Risifo Nilai

Tidak ada

Risiko RendahRisiko Tinggi

Tahun lllTahun I

B

Satker/Kegiatan E



b Perencanaan Peta Audit
APIP selanjutnya menyusun peta audit pada lingkungan organisasinya,

yang meliputi auditi, besaran risiko, tenaga auditor, tenaga tata usaha,

sarana dan prasarana, serta dukungan dana.

Beberapa hal yang harus ciiperhatikan dalam menentukan alokasi sumber

daya audit, baik SDM, waktu maupun anggaran adalah:

a. ldentifikasi jumlah auditor berdasarkan tingkat keterampilan dan

pengalaman yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan'

b. identifikasi kebutuhan untuk menggunakan tenaga ahli eksternal

c. Hitung hari kerja yang tersedia dalam satu tahun setelah dikurangi hari

cuti dan hari libur.
d. Perhitungan waktu bagi auditor untuk melakukan pendidikan dan

pelatlhan,
e. 

'Perhitungkan 
waktu auditor untuk melakukan kegiatan pemeriksaan

lain dan penugasan khusus lainnya

f. Perhatikan tarif transportasi dan.tarif biaya perjalanan dinas

g. Perhatikan sarana pendukung dan peralatan yang dibutuhkan'

Keterangan
. Prioritas I : audit dilakukan setiap tahun
. Prioritas ll : audit dilakukan setiap 2 tahun

. Prioritas lll :audit dilakukan setiap 3 tahun

Tabel 10. Sumber Da a Audit

Auditi
Besaran
Risiko

Tenaga
Auditor

Tenaga
Tata

Usaha

Sarana
Prasarana

Dana
Unit

Lain-Lain

1 3 4 5 6 7

Tabe111. Luaran Semesta Audit
Jenis Pengawasan

Luaran Semesta Audit
Luaran Semesta Audit: terpilihnya satker atau kegiatan atau tema tertentu

yang iintronisasi dengan kegiitan pengawasan yang tepat, yaitu audit
'fine"4a, audit dengan tu.iuan tertentu, monitoring, evaluasi, reviu' dan

p"ng';*".an lainny; (konsultansi, sosialisasi, dan asistensi) berdasarkan

pendekatan risiko.

c
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No Nama Auditi
Kesimpulan
Profil Auditi

Nilai Risiko

1 2 3 4 5

1 Satker/Kegiatan x Audit Kine a

2 iatan Konsultansi

3 Kegiatan Tata
Batas TORA pada
BPKH

a. Audit Tematik
b. Monitoring

2



Kategori Jenis Pengawasan:
'1, Audit Kinerja, dilaksanakan berdasarkan nilai risiko dan prioritasnya.
2. Audit Kinerja (Tematik), dilaksanakan apabila ada beberapa tema/fokus

(permasalahan) yang belum didalami saat melaksanakan audit kinerja karena

keterbatasan anggaran dan waktu.
3. Monitoring, dilaksanakan untuk mendamplngi kegiatan auditi yang sedang

berjalan
4 Evaluasi, dilaksanakan terkait akuntabilitas ktnerla auditi,
5. Reviu, dilaksanakan untuk mendampingi kegiatan auditi terkait penyusunan

laporan keuangan dan RKA-Kt-.
6. Konsultansi/aslstensi/sosialisasi, dilaksanakan dengan pertimbangan kondisi

auditi yang membutuhkan perhatian khusus terkait pelaksanaan tugas dan

fungsinya.

G. Sistematika Penyusunan Semesta Audit
l. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang LingkuP
4. Metode

ll. Gambaran Semesta Audit
1. Profil Auditi
2. Penilaian Risiko
3. Penilaian Faktor Risiko
4. Penentuan Peringkat (Skoring) Entitas Audit Potensial

lll. Pengembangan Perencanaan
1. Penetapan Prioritas dan Jadual Kegiatan Pengawasan
2. Perencanaan Peta Audit
3. Luaran Semesta Audit

lV. Penutup

Ditetap kan di :Jakarta
Padatanggal : flJanuari 2018
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